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Abstract

Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) merupakan salah satu fasilitas
yang diselenggarakan oleh Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Jasa Industri
(POPTIK]JI) pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSK]JI) Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri Kecil dan
Menengah (IKM). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan hambatan administratif
maupun teknis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program
DAPATI, mengidentifikasi kendala dan/atau hambatan yang dihadapi, dan merumuskan upaya untuk
memperkuat pelaksanaannya. Kerangka analisis menggunakan model implementasi kebijakan Merilee
S. Grindle yang memandang keberhasilan program dari dimensi isi kebijakan dan konteks
implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data
dikumpulkan melalui wawancara dari beberapa informan yang bertugas di Kementerian Perindustrian
dan IKM penerima fasilitas DAPATI serta telaah dokumen. Data dianalisis melalui tahapan mengkode
data, mengkategorisasi data, dan tematisasi data dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa DAPATI telah memberikan manfaat nyata bagi IKM melalui bantuan
konsultansi dan pendampingan teknis, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh posisi program
dalam struktur kebijakan dan penganggaran, tata kelola administratif, kapasitas pelaksana program,
serta karakteristik IKM. Untuk memperkuat program, diperlukan penguatan posisi DAPATI dalam
dokumen perencanaan dan kinerja Kemenperin, sinergi kelembagaan lintas unit dan pemerintah
daerah, peningkatan kapasitas SDM Balai dan IKM, serta pengembangan sistem informasi dan
monitoring evaluasi yang lebih komprehensif. Temuan ini diharapkan menjadi masukan untuk
pengembangan program dan pengembangan IKM di Indonesia.

Kata Kunci: Program DAPATI; Implementasi kebijakan; Industri Kecil dan Menengah (IKM); Fasilitasi
teknologi industri; Model Grindle.

Abstract
The Industrial Technology Improvement Partnership Fund Program (DAPATI) is a facility implemented by
the Centre for Optimisation of Industrial Technology Utilisation and Industrial Services (POPTIK]I) under
the Agency for Industrial Standards and Policy (BSK]I), Ministry of Industry (Kemenperin), to improve the
productivity and competitiveness of Small and Medium Industries (IKM). However, in its implementation
the program still faces various administrative and technical constraints. This study aims to describe and
analyse the implementation of the DAPATI Program, identify the constraints and/or obstacles
encountered, and formulate efforts to strengthen its implementation. The analysis employs Merilee S.
Grindle’s policy implementation model, which views program success through the dimensions of policy
content and implementation context. The research uses a qualitative method with a descriptive approach.
Data were collected through interviews with several informants at the Ministry of Industry and IKM
receiving DAPATI facilities, as well as document review. The data were analysed through stages of coding,
categorising, and thematising with the assistance of ATLAS.ti software. The findings show that DAPATI has
provided tangible benefits for IKM through consultancy services and technical mentoring, yet its
implementation remains constrained by the program’s position within the policy and budgeting structure,
administrative governance, the capacities of program implementers, and the characteristics of IKM. To
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strengthen the program, it is necessary to reinforce DAPATI’s position in Kemenperin’s planning and
performance documents, enhance institutional synergy across units and with local governments, improve
the capacities of Balai and IKM human resources, and develop more comprehensive information,
monitoring, and evaluation systems. These findings are expected to contribute to program development
and the strengthening of IKM in Indonesia.

Keywords: DAPATI Program; Policy implementation; Small and Medium Industries (IKM); Industrial
technology facilitation; Grindle’s model

1. Pendahuluan

Karakteristik negara-negara dunia ketiga ditandai oleh pertumbuhan jumlah
penduduk yang tinggi, kesempatan kerja dan lapangan kerja terbatas, pengangguran dan
kemiskinan relatif tinggi, serta pendapatan rendah. Hal ini berdampak terhadap rendahnya
daya beli masyarakat, rata-rata tingkat pendidikan dan kualitas hidup rendah. Salah satu
sektor yang berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di banyak negara adalah
sektor industri karena berdampak langsung pada perluasan kesempatan kerja dan
peningkatan nilai tambah (value added).

Melalui kesempatan kerja yang tinggi, pemerataan distribusi pendapatan dapat
dioptimalkan dan mampu menekan kemiskinan sehingga secara nasional struktur
perekonomian menjadi kokoh. Sedangkan untuk nilai tambah, yang secara sederhana berarti
selisih antara nilai output (produk atau jasa akhir) dengan biaya bahan baku atau input lain
yang digunakan dalam proses produksi (Syofya, 2024). Dengan demikian, semakin tinggi nilai
tambah yang dihasilkan, maka akan terjadi peningkatan kualitas produk atau jasa yang
dihasilkan sehingga akan menambah keuntungan ekonomi dan manfaat yang dapat dinikmati
oleh pelaku industri dan masyarakat (konsumen) yang berujung pada meningkatnya
ketahanan perekonomian.

Sektor industri di Indonesia telah membangun perekonomian nasional selama
bertahun-tahun. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa
industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau
memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang dengan nilai tambah
atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk di dalamnya jasa industri. Dalam lima tahun terakhir,
sektor ini menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB (lihat Gambar 1.1). Industri
manufaktur secara konsisten mencatatkan kontribusi tertinggi terhadap PDB, dengan porsi
mencapai kisaran 19-20 persen sepanjang 2020-2024.

(Dahmiri dkk., 2024) menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan IKM sangat
dipengaruhi oleh kolaborasi lintas pihak yaitu pemerintah, kalangan akademisi, pelaku
industri besar, masyarakat, dan lingkungan sosial. Sinergi di antara lima pemangku
kepentingan tersebut diyakini berperan strategis dalam meningkatkan produksi dan
penjualan berbagai produk IKM. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah bertindak sebagai
fasilitator dengan menyusun regulasi yang mendukung pengembangan dan penerapan
teknologi, menyediakan insentif, serta memastikan infrastruktur termasuk jaringan internet
dan layanan publik berjalan efisien. Akademisi berkontribusi melalui riset terapan,
pendidikan, serta pemutakhiran teknologi yang dapat meningkatkan daya saing dan
memperkuat literasi digital masyarakat. Sementara itu, pelaku industri besar menggerakkan
investasi dan inovasi dengan menyediakan modal, infrastruktur, serta sumber daya manusia
(SDM) berkualifikasi, sekaligus mentransfer pengetahuan praktis pada IKM. Adapun
masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai konsumen, melainkan turut aktif dalam
memberikan umpan balik, mempromosikan produk lokal, dan mendorong keberlanjutan
permintaan pasar. Terakhir, lingkungan sosial yang mencakup komunitas lokal dan media
membangun kesadaran serta penerimaan inovasi, menyediakan pelatihan, dan meningkatkan
kapasitas pengusaha dalam mengadopsi teknologi.

Namun, (BPS, 2024) menunjukkan bahwa dari total 4,50 juta Industri Mikro dan Kecil
(IMK), sekitar 68,05 persen IMK masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya
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karena umumnya terkendala permodalan dan pemasaran, serta akses bahan baku (lihat
Gambar 1.3 hal. 6). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nazifah & Ikhwan, 2021) di
Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang yang mengidentifikasi kendala yang paling banyak
ditemukan adalah pembukuan, permodalan, dan pemasaran. Selain itu, di dalam hasil
penelitian lainnya ditemukan bahwa IKM juga terkendala dengan kualitas produk yang belum
sesuai pasar, jaringan usaha kecil, mental SDM yang lemah, sarana yang masih tradisional,
pencatatan pembukuan yang belum diatur dan kemampuan mengoperasionalkan teknologi
masih rendah, serta minimnya kemampuan mengakses informasi. Penelitian (R. A. Putra dkk.,
2021) juga mengungkapkan terdapat kendala serupa terkait keterbatasan permodalan, SDM
yang belum optimal, akses bahan baku, dan memasarkan produk.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Program DAPATI dalam kurun waktu empat tahun
terakhir juga menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan dokumen Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP 2021-2024) banyak ditemukan kendala yang
bersifat teknis maupun administratif (POPTIK]I, 2022-2025). Dalam dokumen tersebut
dikatakan terdapat kendala seperti pengiriman dokumen hardcopy dari daerah ke pusat,
dokumen yang dikirimkan oleh Balai terkadang tidak terdata dengan baik sehingga
memungkinkan  dokumen terselip atau terlewat saat penyusunan laporan
pertanggungjawaban yang menghambat kelancaran administrasi (POPTIK]I, 2022-2023).
Adapun untuk kendala teknis seperti sulitnya mendapatkan transportasi umum di beberapa
lokasi IKM menghambat pelaksanaan dan monitoring kegiatan (POPTIK]I, 2022-2023) serta
terdapat proposal DAPATI yang mundur dan gagal, sehingga pencapaian target kinerja
organisasi menjadi tidak optimal (POPTIK]I, 2023-2024).

Selain itu, dalam pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan program juga kurang
efektif yang berdampak pada terhambatnya pencapaian sasaran kegiatan (POPTIK]I, 2023-
2024). Terdapat juga seleksi proposal DAPATI 2024 dan conference awards mengalami
penundaan karena adanya blokir anggaran, sehingga jadwal pelaksanaan yang direncanakan
pada akhir November 2023 tidak terealisasi (POPTIK]I, 2024). Di sisi lain, kapasitas SDM di
Balai masih memerlukan peningkatan agar mampu melakukan analisis kebutuhan dan
permasalahan IKM secara lebih tepat sasaran. Tantangan geografis juga cukup signifikan,
dengan ketimpangan distribusi manfaat yang terjadi, terutama di daerah terpencil seperti
Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Meskipun 62% IKM berasal dari luar Pulau Jawa,
penerimaan manfaat teknologi masih belum merata ke wilayah-wilayah tersebut (POPTIK]]I,
2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi seluruh kendala ini agar program
DAPATI mampu mencapai tujuan secara optimal.

Para ahli memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam mendefinisikan konsep
implementasi, namun secara umum dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu
ilmu implementasi dan implementasi kebijakan. Ilmu implementasi menyoroti proses
bagaimana intervensi tertentu dapat menghasilkan perubahan yang nyata. Fixsen dkk. (Signe,
2017) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian tindakan yang dirancang dengan jelas
agar suatu program atau kegiatan dapat dijalankan dengan terukur. Meyers dkk. (Signe, 2017)
menambahkan bahwa implementasi mencakup tahapan dari mulai diterimanya inovasi
hingga akhirnya menjadi praktik rutin. Menurut Durlak dan DuPre (Signe, 2017)
implementasi berkaitan dengan bagaimana program disampaikan dalam konteks tertentu,
sementara Domitrovich dkk. (Signe, 2017) melihat implementasi sebagai periode antara
keputusan adopsi dan integrasi formal ke dalam sebuah sistem. Burke dkk. (Signe, 2017)
menyatakan bahwa implementasi berlaku dalam berbagai sektor, sehingga mencakup hampir
semua pelaksanaan tindakan atau rencana.

Dalam konteks implementasi kebijakan, Pressman dan Wildavsky (Signe, 2017)
menggambarkan implementasi sebagai kemampuan menghubungkan berbagai tindakan
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mazmanian dan Sabatier (Signe, 2017) memperjelas
definisi ini dengan mengungkapkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan
kebijakan dasar yang umumnya tertuang dalam undang-undang atau berbentuk perintah-
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perintah eksekutif yang penting atau keputusan-keputusan pengadilan. Lebih lanjut,
Wandersman dkk. (Signe, 2017) menegaskan bahwa implementasi bukan hanya tentang "apa"
yang perlu dilakukan, tetapi juga tentang "bagaimana” suatu kebijakan tersebut diwujudkan
dalam praktik nyata.

Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, ilmu implementasi maupun
implementasi kebijakan memiliki persamaan dalam mengidentifikasi dimensi atau variabel
yang menentukan keberhasilan proses implementasi, namun keduanya berbeda secara
metodologi. [Imu implementasi cenderung kuantitatif dengan variabel yang jelas dan terpisah,
sedangkan studi implementasi kebijakan lebih bersifat kualitatif karena mengandalkan
observasi terhadap eksperimen alamiah (Signe, 2017).

Implementasi kebijakan adalah proses penting yang memastikan kebijakan publik
terwujud dalam tindakan nyata sesuai tujuan yang telah direncanakan. Menurut (Grindle,
1980: 7) keberhasilan implementasi sangat bergantung pada adanya kejelasan tujuan,
program kerja yang terstruktur, dan dukungan pendanaan yang memadai. Van Meter dan Van
Horn (Wibawa dkk. 1994: 15) menegaskan bahwa implementasi tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari individu atau
kelompok di sektor swasta. Hal ini sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (Signe,
2017) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan
dasar yang biasanya berbentuk undang-undang atau peraturan eksekutif, melalui beberapa
tahap yang terstruktur, mulai dari penetapan kebijakan hingga evaluasi dampaknya.
Pressman dan Wildavsky (Rokhman, 2022) juga mendefisnisikan implementasi adalah
“melaksanakan, memenuhi, menghasilkan, dan menyelesaikan sebuah kebijakan. Jadi,
tindakan implementasi terkait dengan adanya kebijakan. Jika tidak ada kebijakan, maka tidak
akan ada implementasi. Bagi Pressman dan Wildavsky (Rokhman, 2022}, implementasi tidak
bisa dipisahkan sebagai rangkaian dalam kebijakan”. Di sisi lain, implementasi bisa
dilaksanakan jika ada dasarnya, misalnya undang-undang dan perangkat awal seperti
pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan. Jadi, implementasi tidak bisa hadir
tanpa dasar awal kebijakan.

Dengan pemahaman tersebut, pelaksanaan Program Peningkatan Teknologi Industri
(DAPATI) oleh POPTIK]JI di Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSK]I)
Kementerian Perindustrian merupakan bentuk nyata dari proses implementasi kebijakan.
Program ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa
Industri (BSK]JI) Nomor 144 Tahun 2023, sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Nomor
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 15 dan 36 yang berkaitan dengan pemanfaatan
teknologi industri yang bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya
saing, dan kemandirian Industri Kecil Menengah (IKM). Implementasi program ini secara ideal
akan menghasilkan efek langsung berupa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada
IKM, serta dampak jangka panjang dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian IKM.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan
sesuai rencana karena berbagai tantangan. Hogwood dan Gunn (Ditlopo dkk., 2013;
Marsuyetno & Harahap, 2023; Tinolah, 2016) menyebutkan dua penyebab utama kegagalan
kebijakan, yaitu non implementation (tidak dilaksanakan atau pelaksanaan tidak sesuai
rencana) dan unsuccessful implementation (pelaksanaan gagal mencapai tujuan karena
kondisi eksternal yang tidak mendukung). Menurut Dunsire (Abdul, 2019), perbedaan antara
perencanaan dengan realitas ini disebut sebagai "implementing gap” atau kesenjangan
implementasi. Lebar atau sempitnya kesenjangan ini bergantung pada kemampuan organisasi
atau aktor pelaksana, yang disebut Williams (Marsuyetno & Harahap, 2023) sebagai
"implementation capacity”.

Dengan demikian, analisis menggunakan model implementasi kebijakan menjadi
penting untuk mengetahui dan memahami sejauh mana Program DAPATI berjalan sesuai
rencana dan mencapai tujuan kebijakan. Melalui analisis tersebut, berbagai faktor pendukung
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dan penghambat implementasi dapat diidentifikasi, sehingga pelaksanaan program dapat
lebih efektif dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ahli telah memberikan definisi mengenai kebijakan dan program, hal ini
karena tak lepas keterkaitan antara keduanya. Dan ini menunjukkan kebijakan dan program
telah lama menjadi bidang kajian ilmiah. Eyestone (Wibawani dkk. 2021) mengemukakan
bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, yang
membahas hubungan antara satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Adapun Dye
(Khasna, 2021) melihatnya sebagai pilihan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah.
Sementara itu Peters (Alfiah dkk., 2024) menekankan pada aktivitas pemerintah baik
langsung maupun melalui perantara yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dari
ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah
aktivitas pemerintahan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut (Hamdi, 2015: 1 & 33) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah
hasil (output) dari proses pemerintahan, selain pelayanan publik, barang publik, dan regulasi.
Laswell dan Kaplan (Tasya dkk., 2022) mengartikan kebijakan publik sebagai program
pencapaian tujuan dan nilai melalui praktik terarah. Sedangkan Kraf & Furlong (Yolanda,
2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan (atau tidak adanya
tindakan) pemerintah yang diambil dalam menanggapi masalah sosial. Masalah sosial adalah
kondisi yang secara luas dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat dan oleh karena itu
membutuhkan intervensi. Dengan demikian, kebijakan publik mencerminkan suatu kerangka
tindakan yang terarah dan terencana dalam upaya menyelesaikan permasalahan publik,
sekaligus menunjukkan keterkaitan erat antara kebijakan dan program sebagai instrumen
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Arikunto dan Jabar (Muryadi, 2017), konsep program dapat dipahami dari
dua perspektif, yakni secara umum dan khusus. Secara umum, program didefinisikan sebagai
rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan secara khusus program
merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan, memerlukan
waktu yang panjang, serta dilaksanakan oleh lebih dari satu orang dalam suatu sistem yang
saling terkait. Selanjutnya Sukardi (Almaajid dkk., 2024) menegaskan bahwa program adalah
suatu kebijakan atau serangkaian kegiatan yang dijalankan secara terus-menerus dalam
jangka waktu lama, di mana setiap kegiatan tersebut disepakati oleh manajemen dan
melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Smith (Mahmudi, 2011)
mendefinisikan program sebagai rangkaian aktivitas yang direncanakan dan diarahkan
dengan tujuan untuk membawa perubahan tertentu pada audiens yang telah diidentifikasi.
Dengan demikian, definisi program menurut para ahli menggambarkan bahwa program
merupakan wujud konkret dan terstruktur dari kebijakan yang dirancang, dilaksanakan, dan
dievaluasi secara berkesinambungan untuk mencapai perubahan yang terukur pada audiens
yang telah diidentifikasi.

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan program
merupakan dua elemen yang saling berintegrasi dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan
memiliki karakteristik makro, normatif, serta abstrak, yang berfungsi sebagai arahan strategis
dan pedoman umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, program hadir
sebagai wujud nyata dari kebijakan, yang sifatnya lebih mikro, teknis, dan konkret, dengan
rancangan kegiatan yang jelas, terstruktur, dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
Sinergi antara kebijakan dan program ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam
menjawab berbagai permasalahan, menuju ke arah perubahan yang lebih baik, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

2. Metode

Menurut (Creswell, 2016) dalam bukunya yang berjudul “Research Design: Pendekatan
Motode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran” menyatakan bahwa: “Metode penelitian
kualitatif merupakan metode-metode mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh
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sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau
kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang
spesifik dari partisipan, menganalisis sata secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus
ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini
memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk
penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus
terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan”. (Creswell,
2016: 4-5).

“Metode kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian
akademis ketimbang metode kuantitatif. Meskipun prosesnya sama, prosedur kualitatif tetap
mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis
datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda. Menulis bagian metode-
metode untuk proposal penelitian kualitatif mewajibkan pembaca-pembaca berpendidikan
sesuai dengan maksud penelitian, menyebutkan rancangan khusus, dengan hati-hati
merefleksikan peran peneliti dalam penelitian, menggunakan daftar jenis sumber data yang
tidak ada habisnya. Menggunakan protokol khusus untuk merekam data, menganalisis
(Creswell, 2016: 245)

Oleh karena itu, pada penelitian ini metode dan pendekatan yang digunakan adalah
metode penelitian kualitatif-deskriptif karena metode pendekatan ini memungkinkan peneliti
untuk menyelidiki secara mendalam makna, pengalaman, dan dinamika pemerintahan dalam
proses implementasi kebijakan yang melekat pada pelaksanaan Program
Peningkatan Teknologi Industri dalam mewujudkan pemanfaatan teknologi industri pada
IKM oleh Kementerian Perindustrian.

Dengan kerangka kerja yang fleksibel dan induktif, peneliti dapat merumuskan
pertanyaan terbuka, merekam data berbentuk narasi, dokumen, serta gambar, lalu menata
temuan secara bertahap dari tema spesifik hingga simpulan konseptual sehingga
kompleksitas proses implementasi dan variasi respons para pemangku kepentingan
(stakeholders) tersaji apa adanya.

Pendekatan ini juga menuntut refleksi kritis peran peneliti dan penggunaan protokol
pencatatan data yang sistematis, sehingga kredibilitas analisis tetap terjaga. Dengan kata lain,
karena program ini beroperasi dalam konteks pemerintahan yang berlapis dan melibatkan
perubahan perilaku teknologi pada IKM, metode kualitatif paling tepat untuk menangkap
makna subjektif, usaha pembuat kebijakan (policy makers), serta hambatan (barriers) dan
peluang (opportunities).

3. Hasil Dan Pembahasan
Pelaksanaan Program DAPATI oleh POPTIK]I di BSK]I Kemenperin

Dari hasil penelitian yang dilakukan, proses pelaksanaan Program Dana Kemitraan
Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) oleh POPTIK]I di lingkungan BSKJI Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) dipahami sebagai rangkaian proses yang dimulai dari
perencanaan dan penganggaran, rekrutmen peserta, seleksi IKM, pendampingan, monitoring
dan evaluasi, serta hasil pelaksanaan. Proses tersebut disusun berdasarkan data hasil
wawancara dengan informan yang bertugas pada POPTIK]JI dan Balai di BSK]JI Kemenperin,
Biro Perencanaan (Rocana) dan Biro Hukum (Rokum) di Setjen Kemenperin, serta IKM
penerima fasilitas DAPATI, ditambah dengan telaah dokumen. Kemudian data tersebut
dianalisis melalui tahapan pengkodean data (coding), kategorisasi (axial coding), dan
tematisasi. Adapun hasil analisis pelaksanaan program DAPATI berdasarkan data tersebut
dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini :
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Desain dan Landasan Program
Gambar 4. 1 Network view Kategori Desain dan Landasan Program
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Desain dan landasan program dipahami sebagai ide pelaksanaan dan penyesuaian
dasar hukum. Proses desain dan landasan tersebut merupakan rancangan ide awal program
DAPATI yang diinisiasi oleh POPTIK]I. Hal ini disampaikan oleh IK selaku pejabat analisis
kebijakan di POPTIK]JI yang mengatakan bahwa: “Sejak BPPI berubah menjadi BSK]JI, program
inkubasi sudah tidak dilaksanakan lagi di BSK]JI. Namun, sebagian tugas dan fungsinya masih
ada di Balai. Dari situ kemudian muncul Program PINOTI. PINOTI dirancang sebagai tahap
awal sebelum perusahaan masuk ke DAPATI. Di PINOTI dilakukan business check-up untuk
menilai kesiapan perusahaan. PINOTI tidak mencakup perekayasaan. Perekayasaan dilakukan
pada tahap DAPATI, setelah perusahaan dinyatakan lulus dari PINOTL”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh SRP selaku pejabat pembina industri yang ada
pada BBSPJIKFK yang mengatakan bahwa: “Tusi kita di BBSPJIKFK, kita sempat membahas
terkait mengenai perubahan Permenperin Nomor 1 di Tahun 2022. Jadi memang walaupun
DAPATI itu sebelumnya sudah berjalan, dengan adanya pemberlakuan Permenperin tersebut,
kita menyesuaikan kembali mengenai tusi kita. Sehingga harapan ini kita juga tidak diluar dari
apa yang sudah disebutkan di dalam tusi itu sendiri. Kita melakukan pemahaman terlebih
dahulu dan menyesuaikan mengenai sosialisasi program DAPATI. Ini sendiri pun setelah
berfokus pada apa yang tusi yang kita pegang. Lalu kita berfokus pada mengenai IKM itu
sendiri.”

Dari kedua kutipan di atas peneliti memahami bahwa terdapat perubahan organisasi
dan tata kerja di lingkungan Kemenperin sehingga mengubah BPPI yang memiliki tusi di
bidang penelitian dan pengembangan industri (litbang) kemudian bertransformasi menjadi
BSK]JI. Penjelasan tersebut diperkuat adanya dokumen Permenperin 7 Tahun 2021 tentang
Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenperin yang sebelumnya diatur di dalam Permenperin
35 Tahun 2018. Dengan adanya perubahan aturan tersebut maka terjadi perubahan pada tusi
POPTIK]JI sekaligus mengganti nama yang sebelumnya adalah Pusat Penelitian dan
Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika (PFKLMATE) serta 24 Balai yang merupakan UPT di lingkungan BSK]I
diantaranya adalah BBSPJIKFK yang dulunya adalah Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK).

545



Amirullah, dkk (2026)

Aktor, Peran, dan Tata Kelola
Gambar 4. 2 Network view, Aktor, Peran, dan Tata Kelola
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Aktor, peran, dan tata kelola dalam penelitian ini dipahami sebagai lembaga dan unit
kerja yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran Program DAPATI, serta cara
berkoordinasi dalam mengelola program tersebut. Temuan lapangan menunjukkan bahwa
pelaksanaan DAPATI melibatkan aktor di berbagai tingkat, mulai dari Balai sebagai pelaksana
teknis, POPTIK]I dan BSK]I sebagai pengampu program, hingga unit lintas eselon 1.

Dalam kerangka ini, peran POPTIK]JI adalah sebagai pemimpin proyek dan koordinator
utama. DY selaku Koordinator Program DAPATI di POPTIK]I, BSK]JI menegaskan posisi
POPTIK]I dan Balai secara singkat: “Peran POPTIK]I sebagai leader project-nya, Balai sebagai
pelaksananya.” Dari pernyataan tersebut tergambar pembagian peran yang jelas yaitu
POPTIK]JI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan
DAPATI, sedangkan Balai menjadi pelaksana kegiatan yang berinteraksilangsung dengan IKM.
BSK]I berada di atasnya sebagai unit eselon I yang menaungi POPTIK]I dan Balai, sehingga
membentuk rantai tata kelola vertikal dari Kementerian hingga unit layanan di daerah.

Dari sisi kewenangan daerah, DY menjelaskan bahwa terdapat pembedaan kelas usaha
yang memengaruhi siapa yang seharusnya menangani segmen tertentu. Menurutnya DY
dengan skala sangat kecil sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah:“Omset 5
juta ataul0 juta masih industri rumahan, industri rdan itu penggunaannya bisa di dinas atau
pemda. Jadi DAPATI itu harus ada kelasnya, yang kelas khusus untuk usaha mikro itu udah
tanggung jawabnya daerah.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola pembinaan industri, terdapat
pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Program DAPATI, yang dijalankan
oleh Balai, lebih diarahkan kepada IKM dengan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tusi
Balai, sedangkan usaha mikro yang sangat kecil diharapkan ditangani oleh pemerintah daerah
melalui dinas terkait. Hal ini penting dalam konteks perencanaan dan penganggaran, karena
menentukan siapa yang menjadi sasaran utama program dan bagaimana sumber daya
dialokasikan.

Pada tingkat lintas eselon I, Biro Hukum (Rokum) berperan sebagai mediator dan
pendamping dalam penyusunan regulasi yang menjadi payung pelaksanaan DAPATI. MDA
selaku pejabat struktural di Biro Hukum menjelaskan bahwa inisiasi program DAPATI
memang berasal dari POPTIK]], tetapi proses pembentukan peraturan tetap dikoordinasikan
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melalui Biro Hukum. Hal tersebut disampaikannya : “DAPATI diinisiasi oleh POPTIK]I, tapi
untuk koordinasi, pembentukan peraturan, dan harmonisasi dilakukan oleh Biro Hukum”

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa Rokum bertindak sebagai penjaga proses
pembentukan regulasi, memastikan bahwa desain program DAPATI yang diusulkan POPTIK]I
sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Kemenperin.
Dalam konteks ini, Rokum menjadi aktor penting dalam tata kelola program dari sisi hukum.
Selain aspek hukum, Rocana juga memainkan peran kunci dalam melihat keselarasan DAPATI
dengan sasaran kinerja Kementerian dan dalam menilai status program sebagai program
prioritas. EAP sebagai Pejabat Fungsional Perencana menjelaskan bahwa: “Jadi untuk menilai
program sebagai prioritas, Biro Perencanaan tentu kita melihat keselarasan”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Rocana berperan untuk menilai apakah
program DAPATI selaras dengan sasaran strategis Kemenperin. Dari hasil penelitian yang
dilakukan, peneliti menemukan bahwa Program DAPATI yang dilakukan POPTIK]JI dan Balai
telah selaras dengan sasaran strategis nasional (RPJMN) dan Renstra Kemenperin. Hal
tersebut dapat dilihat melalui pohon dan matriks kinerja POPTIK]I dan BBSPJIKFK yang
terdapat dokumen Renstra POPTIK]I dan Renstra Balai dalam hal ini adalah BBSPJIKFK.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) yang terlibat
dalam mereviu aspek penganggaran dan pelaksanaan program. EAP di Biro Perencanaan juga
menyebutkan bahwa: “Inspektorat Jenderal (Itjen) nanti akan melihat scope dari
penganggaran dan segala macam.” Kutipan ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola
program, Itjen berfungsi sebagai pihak yang mengawasi dan menilai kewajaran serta
kepatuhan penganggaran dan pelaksanaan DAPATI terhadap aturan yang berlaku. Dengan
demikian, Rocana dan Itjen membentuk mekanisme cek dan keseimbangan dari sisi
perencanaan dan pengawasan.

Rencana Kegiatan

Gambar 4. 3 Network view Kategori Rencana Kegiatan
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Rencana kegiatan dalam penelitian ini dipahami sebagai rancangan aktivitas yang
akan dilaksanakan melalui Program DAPATI, baik di tingkat pusat maupun Balai. Temuan
lapangan menunjukkan bahwa penyusunan rencana kegiatan DAPATI dipengaruhi oleh
dukungan kebijakan, fokus produktivitas IKM, dan penyesuaian dengan tusi Balai. DY
menjelaskan bahwa DAPATI mendapat dukungan sebagai program prioritas sehingga

547



Amirullah, dkk (2026)

kegiatan yang direncanakan relatif didukung secara kebijakan dan pendanaan: “Kalau
dukungan kebijakan, Alhamdulillah kita kan sudah jadi prioritas, selama kegiatannya
bermanfaat dan bagus jadi pasti dapat pendanaan.”Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
pada tahap perencanaan, Program DAPATI memperoleh dukungan kebijakan yang memadai
karena telah diposisikan sebagai program prioritas. Status sebagai program prioritas ini
penting karena memberikan keutamaan dalam alokasi pendanaan, sehingga POPTIK]I
memiliki kepastian dan keleluasaan yang lebih besar dalam merencanakan, mengusulkan, dan
melaksanakan kegiatan DAPATI.

Rencana kegiatan DAPATI pada tingkat pelaksanaan teknis di Balai dirumuskan
dalam bentuk jasa konsultansi dan pendampingan teknologi. DY menjelaskan bahwa ruang
lingkup DAPATI masuk ke dalam jasa konsultansi: “Itu sudah masuk ke jasa konsultansi, jadi
sudah memiliki rumah akun anggaran sendiri yaitu jasa konsultansi untuk perusahaan
industri yang memanfaatkan teknologi industri.” Kutipan ini menggambarkan bahwa program
DAPATI di Balai merupakan jasa konsultansi dan pendampingan kepada perusahaan industri
(khususnya IKM) yang ingin memanfaatkan teknologi industri. Artinya pelaksanaan program
DAPATI di Balai menjadi sebuah layanan jasa industri. Hanya saja perbedaan dengan program
DAPATI adalah adanya subsidi yang diberikan oleh POPTIK]JI.

Dari sisi permasalahan industri, rencana kegiatan program DAPATI tidak hanya
berfokus pada perbaikan teknis di proses produksi, tetapi juga mempertimbangkan potensi
pasar dari produk yang dihasilkan IKM. DY menjelaskan: “Tapi sebenarnya apabila kita
memperbaiki produktivitasnya dari sisi proses, dari produk yang mereka hasilkan itu
memang kita juga melihat bagaimana potensi produk tersebut di pasar”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam menyusun rencana kegiatan, tim DAPATI
tidak hanya melihat dari sisi produktivitas calon peserta, tetapi juga mempertimbangkan
apakah produk yang dihasilkan memiliki peluang di pasar. Sehingga pendampingan yang
direncanakan tidak berhenti pada penyelesaian masalah produksi, tetapi diarahkan untuk
mendukung keberlanjutan usaha melalui peningkatan daya saing produk di pasar. Secara
operasional, rencana kegiatan DAPATI disusun dengan menghitung seluruh kebutuhan
pendampingan yang diperlukan untuk satu industri dalam satu tahun anggaran. DY
menjelaskan: “Sedangkan DAPATI, anggarannya dihitung berdasarkan satu industri dirinci
dari total kebutuhan pendampingan. Jadi di awal kita melihat apa saja yang mau dilakukan di
industri tersebut, berapa kali kunjungan, pendampingan apa saja, sampai nanti ada kunjungan
untuk monev.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa rencana kegiatan disusun secara spesifik per
IKM, mulai dari jumlah kunjungan, bentuk pendampingan, hingga alokasi kegiatan monitoring
dan evaluasi. Dengan demikian, satu “paket” DAPATI untuk satu IKM mencerminkan
keseluruhan rangkaian aktivitas yang telah direncanakan sejak awal. Dalam menyusun
rencana dan pelaksanaan kegiatan, Balai akan melakukan seleksi internal terhadap IKM yang
akan didampingi, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik industri
dengan tusi Balai. Penjelasan tersebut disampaikan SRP selaku pejabat pembina industri di
Balai yang mengatakan: “Tapi untuk seleksi kami tetap lakukan secara internal. Untuk
pelaksanaannya, apakah kemudian industrinya ini berkaitan dengan tusi kita.” Hal ini
menunjukkan bahwa rencana kegiatan DAPATI di Balai tidak hanya memuat daftar aktivitas,
tetapi juga memuat penentuan sasaran IKM yang relevan dengan kompetensi dan mandat
teknis Balai karena setiap Balai yang ada di BSK]JI memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

4. Simpulan

Penelitian ini telah menjelaskan pelaksanaan Program Dana Kemitraan Peningkatan
Teknologi Industri (DAPATI) oleh Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan
Kebijakan Jasa Industri (POPTIK]JI) di lingkungan BSK]JI Kementerian Perindustrian,
mengidentifikasi berbagai kendala dan/atau hambatan yang dihadapi, serta merumuskan
upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut.
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Kesimpulan berikut disusun sebagai jawaban ringkas, jelas, dan sistematis atas rumusan
masalah penelitian. 1) Pelaksanaan Program DAPATI oleh POPTIK]I di BSKJI Kemenperin,
penelitian ini menyimpulkan bahwa DAPATI merupakan program fasilitasi teknologi dan jasa
konsultansi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mutu, dan daya
saing IKM melalui pendampingan teknis yang komprehensif. Dari sisi isi kebijakan (content of
policy), DAPATI telah memiliki sasaran yang jelas (IKM), tipe manfaat yang konkret (teknologi,
perbaikan proses, SOP, peningkatan kompetensi), dan mekanisme pelaksanaan yang
menggabungkan bantuan alat dan pendampingan. Pelaksanaan program melibatkan jejaring
aktor yang luas, dengan POPTIK]I sebagai koordinator, Balai sebagai pelaksana teknis di
lapangan, dan dukungan unit lain seperti Biro Perencanaan, Biro Hukum, dan Inspektorat
Jenderal. Rekrutmen dan seleksi IKM dilaksanakan melalui kombinasi sosialisasi, basis data
IKM binaan, dan layanan rutin Balai, kemudian diikuti proses pendampingan yang mencakup
identifikasi masalah, perancangan solusi, perekayasaan dan instalasi teknologi, hingga
monitoring dan evaluasi; 2) Terkait kendala dan/atau hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan Program DAPATI, penelitian ini menemukan bahwa tantangan muncul pada
beberapa level sekaligus. Dari sisi kebijakan dan penganggaran, posisi DAPATI yang masih
berada pada level BSK]JI/POPTIK]JI dan belum sepenuhnya menjadi indikator kinerja utama di
level kementerian berimplikasi pada fluktuasi dan keterbatasan anggaran, termasuk potensi
pemotongan dan blokir yang mempengaruhi skala dan tempo pelaksanaan program. Dari sisi
tata kelola, prosedur administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang kompleks
menambah beban pelaksana dan memperpendek waktu efektif pendampingan di IKM. Dari
sisi kelembagaan, kapasitas SDM di Balai belum merata dan harus berbagi perhatian dengan
layanan rutin lainnya, sehingga intensitas dan kedalaman pendampingan tidak selalu ideal. Di
tingkat sasaran, keterbatasan modal, kapasitas manajerial, serta perbedaan kesiapan
teknologi dan lokasi geografis IKM menimbulkan variasi dalam kemampuan mereka untuk
memenuhi skema cost sharing dan mempertahankan pemanfaatan teknologi baru dalam
jangka panjang.
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